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Abstract

The aim of this research is to determine the performance and what factors constrain the performance
of Village Unit Cooperatives in carrying out a process or in implementing a performance in the village of Kampung
Gabung Makmur, Kerinci Kanan sub-district, Siak regency. This Village Unit Cooperative (KUD) performance
program is mandatory for each village to be established and built because the aim is to help and make it easier for
local communities in the process of borrowing money. In this way, the KUD program makes it easier for loan
services to be able to purchase plantations or land. So that this researcher can find out, analyze and describe the
performance of the Kebun Sawit Harapan Village Cooperative Unit in Kampung Gabung Makmur, Kerinci Kanan
subdistrict, Siak Regency. The key informants for the research consisted of the Head of KUD Kampung Gabung
Makmur, and the informants consisted of the Head of Kampung Gabung Makmur Village, the Management of
KUD Kampung Gabung Makmur.However, data collection techniques are carried out by means of observation,
interviews and also documentation. The results of this research show that the Performance of the Kebun Sawit
Harapan Village Unit Cooperative in Kampung Gabung Makmur, Kerinci Kanan District, Siak Regency has
indicators of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsility and Accountability which is the
Performance of the Village Unit Cooperative ( This KUD).

Keywords: Performance, Village Unit Cooperative (KUD)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan apa saja faktor yang menjadi kendala
kinerja Koperasi Unit Desa dalam melakukan suatu proses atau dalam melaksanakan suatu kinerja di
desa kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak. Program kinerja Koperasi
Unit Desa (KUD) ini memang wajib didirikan dan di bangun bagi setiap desa karena tujuan untuk
membantu dan mempermudah masyarakat setempat dalam proses peminjaman uang. Dengan
demikian adanya program KUD ini lebih dengan lebih mudahnya untuk jasa pinjaman untuk bisa
melakukan sistem pembelian kebun atau juga tanah. Sehingga peneliti ini bisa mengetahui,
menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Kinerja Koperasi unit Desa Kebun Sawit Harapan Di
Kampung Gabung Makmur kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Key-Informan penelitian terdiri
dari Ketua KUD Kampung Gabung Makmur, dan Informan terdiri dari Kepala Desa Kampung Gabung
Makmur, Pengurus KUD Kampung Gabung Makmur. Namun demikian teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Kinerja Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan
Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mana memiliki Indikator Produltivitas, Kualitas Layanan,
Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas yang mana Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD).

Kata Kunci: Kinerja, Koperasi Unit Desa (KUD)
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Pendahuluan

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika
didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya- sumberdaya
organisasi secara benar. Dalam menjalankan administrasi maka di perlukan sebuah organisasi
sebagai wadah untuk menjalankan administrasi tersebut, organisasi merupakan sebuah
sistem yang terdiri dari sekumpulan individu dalam satu kelompok dalam rangka
mewujudkan tujuan yang telah di ciptakan secara sistemastis dan struktural.

Dalam pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi di perlukan adanya manajemen,
yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya
menggunakan tenaga orang.

Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk
mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu
sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang
terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Hakekat pembangunan merupakan rangkaian kegiatan melakukan perubahan yang di
laksanakan secara sengaja, sadar dan terencana untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih
baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang. Kemajuan yang ingin di
capai itu sifatnya multi dimensional dan bentuknya bermacam ragam. Semua usaha itu adalah
semata-mata untuk membangun bangsa “nation building” di tengah pesatnya tuntutan
perkembangan zaman.

Pemerataan pembangunan merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab
pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak kepada sebuah tindak
kriminalitas dan perlawanan masyarakat kepada pemerintah yang dapat menyebabkan
munculnya bermacam-macam anggapan negatif dan rendahnya martabat serta wibawa
pemerintah dimata masyarakat. Karenanya pula pemerintah di tuntut untuk arif dan
bijaksana serta adil melihat dan melakukan sebuah kebijakan demi terwujudnya suatu tatanan
kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Pembangunan bila di lihat dari pemerintahan daerah, dimana daerah di berikan
kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
dengan memberdayakan potensi yang tersedia. Maka yang menjadi titik sentral
pambangunan adalah wilayah Pedesaan, dengan alasan bahwa Desa merupakan lingkup
terkecil sebuah negara dengan jumlah begitu banyak pada masalah pembangunan jarang
tersentuh secara baik. Padahal Desa merupakan persekutuan masyarakat hukum yang tinggal
di suatu wilayah secara integral dengan hidup berpedoman pada kebiasaan adat istiadat dan
memiliki banyak potensi yang dapat menunjang kelangsungan hidup berbangsa. Persoalan
ini adalah persoalan mendasar dalam sebuah negara jika saja potensi budaya, sumber daya
manusia dan potensi alam yang ada tidak tergarap secara baik dari keegoan pemerintah justru
akan merugikan negara itu sendiri. Karena tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan
sulit tercapai.

Oleh sebab itu aparatur daerah di harapkan di sela-sela menjalankan tugas publik
service, development dan decetion making di harapkan dapat melakukan pemberdayaan
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pada masyarakat dengan senantiasa memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan
(organizing kearning) pada masyarakat.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa
adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan sebesar 70% untuk
biaya pemberdayaan masyarakat dan publik. Bagi belanja publik dan pemberdayaan
masyarakat salah satu nya di gunakan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun di Desa ini hanya di bentuk Koperasi Unit Desa
(KUD).

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha yang terdiri atas mereka
yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri
sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai
anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan
KUD (Koperasi Unit Desa) untuk membantu agar masyarakat sejahtera, adapun kesejahteraan
sosial menurut Fridlander (suud, 2006:8).

KUD merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud
dengan “usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat, listrik Desa , dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka KUD dibangun atas prakarsa
(inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif,
transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah
bahwa pengelolaan KUD harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Tujuan pendirian KUD antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa
(PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan KUD. Namun penting
disadari bahwa KUD didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang
dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan
pasar. Dengan kata lain, pendirian KUD bukan merupakan paket instruksional yang datang
dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku
demikian dikawatirkan KUD akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam
Undang-Undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan
penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah
Kabupaten tentang arti penting KUD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui
pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun
kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan
dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian KUD.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai
berikut:

1. Kurangnya Informasi yang di berikan dari pihak pengelola KUD kepada masyarakat, serta
tidak adanya koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola KUD mensosialisasikan
kegunaan dari pinjaman dana dari KUD sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa
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pinjaman tersebut untuk pembelian kebun dan tidak di gunakan untuk jenis usaha
lainnya, yang mengakibatkan pelayanan simpan pinjam periode berikutnya terkendala.

2. Belum maksimalnya kinerja KUD dalam menjalankan program KUD, serta belum
maksimalnya partisipasi aktif dalam mitra kerjasama sehingga, masih ditemukan indikasi
ketidak sesuaian dari target kinerja dengan harapan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Menurut Wibowo, (2014:7) mengatakan manajemen kinerja adalah manajemen tentang
menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja
memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil.
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis
organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Agus Dwiyanto (2006:50) Mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan adanya
indikator yang secara lebih lanjut di jelaskan sebagai berikut:

a) Produktivitas;

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas
pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dan
output. Konsep produktivitas di rasa terlalu sempit dan kemudian general accounting
office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran peoduktivitas yang lebih luas
dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang di
harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b) Kualitas Layanan;

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan
kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualiatas layanan
yang di terima dari organisasi publik.

c) Reponsivitas;

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan
prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat Responsivitas di sini menunjuk pada
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam
menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah di tunjukan dengan ketidak selarasan anatara pelayanan
dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi
dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki
responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d) Responsibilitas;
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Menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijkan organisasi, baik yang
eksplisit maupun implisit.

e) Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik tunduk pada para pejabat publik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para
pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas
publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik
tindak hanya bisa di lihat dari ukuran internal yang di kembangkan oleh organisasi publik
atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus di nilai dari ukuran
eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan
organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar
dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyrakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, adalah penelitian yang
menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagimana adanya Nawawi dan Martini (1996:73). Menurut Bogdan dan Tailor, sebagaimana
yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku
yang diamati. Penelitian dekriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau
keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan
Mukhtar (2013: 28)

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi,
wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang
diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan mengawasi

Hasil dan Pembahasan

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha yang terdiri atau mereka
yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri
sedemikian rupa, sehingga masing-masing menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan
mendapat sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi, oleh karena itu untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan KUD (Koperasi Unit Desa) untuk
membantu agar masyarakat sejahtera.

Adapun juga koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Yang
mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong- menolong. KUD
juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social
institution) dan komersial (commercial institutional). Tujuan pendirian KUD antara lain
dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Desa ( PADesa). Menggunakan variable
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menurut Agus Dwiyanto (2006:50) dan yang di jadikan indikator dalam penelitian ini ialah
Produktivitas, Kualitas layanan, Reponsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

1. Produktivitas

merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output)
dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang
menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil
yang optimal.

a. Prosedur pengelolaan koperasi

pengelolaan koperasi memiliki definisi sebagai suatu ilmu manajemen yang berfokus
dalam ruang lingkup koperasi dengan setiap anggota koperasi memiliki tanggung
jawab dan wewenang dalam melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan
pengendalian sumber daya koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak pudin selaku ketua koperasi unit desa
(KUD). Mengatakan bahwa :

“Menurut saya kegiatan di dalam organisasi agar dapat terlaksana dengan baik adalah
dengan cara memilih ketua organisasi yg berkualitas dan berkompetensi serta
membuat program kerja sesuai dengan kualifikasi yg akan kita capai nantinya, dan
tidak lupa pula memberi kompensasi atau reward kepada anggota yang memiliki
kompetensi tinggi. Tetapi dengan kualitas pelayananya juga harus tetap di perhatikan
di dalam suatu kinerja di KUD.”

Lalu Bapak Pujito selaku kepala desa memberikan tanggapan yang mengarah pada
pelaksanaan kinerja kud kampung gabung makmur yang mana bapak pujito juga
mengatakan bahwa:

“saya setuju dengan apa yang dikatakan bapak pudin kalau dalam masalah kegiatan
organisasi sudah cukup baik, disisi lain juga dalam masalah kinerja KUD nya, menurut
saya dan dari pandangan saya itu Alhamdulillah untuk saat ini kinerja dari KUD desa
gabung makmur sudah sangat baik, para anggota baik masyarakat yg bergabung
sudah memiliki tingkat efisiensi yg cukup optimal. Maka saya pernah menyarankan
kepada pengurus juga anggota agar dapat bekerja sama dalam hal menjalankan
perintah dan peraturan yang telah di tetapkan oleh KUD.”

Dari jawaban ketua kud dan kepala desa mengenai organisasi dan kinerja kud itu
sudah lebih baik dan sudah dilakukan semampu dan sesuai apa yang di tetapkan.
Selanjutnya pertanyaan bagaimana cara pengurus menaikan tingkat kesuksesan
petani wawancara bersama bapak waluyo selaku pengurus kud bidang bpp
mengatakan bahwa:

“yaitu kinerja antar anggota yang baik serta peningkatan pelayanan KUD yang baik
serta pertanggung jawaban antar anggota dan pengurus yang baik. Maka dengan
begitu dapat di simpulkan pengurus dan anggota sudah menjalin kerja sama yang baik
dalam meningkatkan pelayan.”

Selanjutnya saya wawancara dengan bapak Tepu selaku anggota kud di kampung

gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak:
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“iya sudah, karena KUD sudah memberikan pelayanan dengan baik terhadap
masyarakat kampung gabung makmur,Dengan begitu dapat diharapkan kedepannya
pelayanan dari kepengurusan dapat di tingkatkan lebih jauh lagi sehingga anggota
menjadi lebih nyaman dalam melakukan layanan.

Dengan ini saya bertanya kembali kepada salah satu anggota kud yakni bapak
Rohmat:

“kalau menurut saya terhadap Visi dan Misi KUD sudah saya rasakan sebagi
masyarakat kampung gabung makmur, yang mana visi dan misi kuda ini hanyalah
sekedar isyarat cuman yang terpenting itukan bagi masyarakat itu dampak dari visi
dan misi nya yang mana sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai apa yang di
harapakan masyarakat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada tanggal 16, 17 dan 18
Januari 2024. bahwa pihak KUD telah melakukan sesuai saran dan juga masukan yang
di laksanakan saat rapat anggota tahunan terhadap penyeleksian pemilihan pengurus
KUD yang baru, bahwa kepengurusan KUD sudah lebih baik dalam menjalankan
kegiatan dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pengurus apabila ada hal yang
menyeleweng dari aturan yang telah di tetapkan.

b. Sumber daya pendukung Pelaksanaan program Kinerja Organisasi

Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung adalah individu yang bekerja
sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam institusi maupun perusahaan dan
berfungsi sebagai aset yang harus di latih dan di kembangkan kemampuannya. Dari
gagasan tersebut bagaimana kinerja koperasi unitn desa di kampung gabung makmur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pudin selaku Ketua KUD Mengatakan
bahwa:

“Tindakan yg akan saya ambil yaitu memberi teguran terlebih dahulu apabila anggota
tersebut belum jera dan masih mengulang kesalahan yg sama maka akan saya
keluarkan SP 1, mungkin jika tidak jera juga maka saya akan mengambil tindakan yang
lebih dari itu salah satunya yaitu di pecat atau diberentikan untuk selamnya”

Dari pernyataan ketua koperasi unit desa (KUD) bagaimana kinerja pegawai koperasi
unit desa apa bila tidak melakukan kegiatannya secara tidak produktif. Bapak pujito
selaku kepala desa kampung gabung makmur mengatakan bahwa:

“Kegiatan penyelenggaraan tahunan itu termasuk program KUD, jadi disini kalau
program tahunan ada yg belum berjalan dengan baik maka program tersebut harus di
seleksi lagi, biasanya setiap program ada ketua atau penanggung jawab masing-
masing, nah di sini penanggung jawabnya harus ikut adil atau harus bertanggung
jawab atas pencapaian target program tersebut.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak waluyo selaku pengurus KUD tentang
menaikan tingkat kesuksesan petani mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kinerja sesuai dengan apa yang di
butuhkan para petani. Seperti dari KUD dan pengurus memberikan pupuk nonsubsidi
yang lebih terjangkau sehingga hasil panen kedepannya akan menjadi lebih
meningkat.”
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Selanjutnya pertanyaan bagaimana kegiatan dalam organisasi di koperasi unit desa,
wawancara bersama bapak Tepu selaku anggota koperasi unit desa:

“Dengan perlakuan yang mereka berikan kepada setiap anggota yang melaporkan
terhadap keluhan yang mereka laporkan, maka dengan begitu anggota dapat
merasakan pelayanan yang nyaman dan adil bagi setiap anggotanya.”

Berikutnya pertanyaan pengawasan terhadap kinerja koperasi unit desa di kampung
gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak wawancara bersama bapak
Rohmat selaku anggota kud mengatakan bahwa:

“Dengan cara melihat dan bertanya langsung kepada pihak pengurus KUD bagaimana
perkembangan laporan tahunan tersebut, sehingga baik dengan cara kinerja langsung
di lapangan maupun juga laporan hasil kerja”

Selanjutnya berdasarkan hasil Observasi yang di lakukan pada tanggal 16, 17 dan 18
Januari 2024, bahwa kinerja KUD sudah melaksanakan suatu program yang dilakukan
dan sudah dijalankan sesuai kebijakan dan arahan bersama dari hasil rapat anggota
tahunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya pendukung atau
sumber daya manusia itu sangat penting bagi para pengurus supaya apa yang di
harapkan masyarakat dari pihak pengrus tersebut bisa terlaksana dan tersampaikan
dengan baik.

Dari pemaparan dua subindikator Produktivitas dalam penelitian kinerja koperasi
unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat
dilihat bahwa produktivitas yang mana masyarakat gabung makmur sudah
menjalankan prosedurnya sesuai apa yang sudah di buat dari pihak pengurus KUD
supaya para anggota menjalankan prosedur tersebut dengan tertib. Namun dalam
pelaksanaan program sumber daya pendukung ini pihak pengurus KUD juga sudah
melakukan aktivitasnya sesuai apa yang mereka buat, supaya apa yang diharapkan
masyarakat dari pihak pengurus tersebut bisa terlaksana dan tersampaikan dengan
baik.

2. Kualitas Layanan

Pengertian kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan
pelanggan.

a.

Pelaksanaan Program Kinerja KUD

Program kinerja yaitu sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Program juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dicoba untuk
dilakukan seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh, sedangkan
kerja dilihat dari sudut manajemen pemanfaatan tenaga untuk mencapai penggunaan
tenaga atau kemampuan seseorang agar dapat memeperoleh sesuatu serta mencapai
hasil yang diinginkan. Dari hasil wawancara bersama bapak Pudin selaku ketua KUD
mengatakan bahwa:

“Menurut saya kalau mengenai kualitas layanan ini para pengurus KUD akan
memeberikan yang terbaik , sebagaimana prosedur pelayanan yang baik itu para
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anggota KUD memeberikan dan meningkatkan kualitas SDM, serta meberikan
pelayanan yang memiliki kepedulian, kepuasan anggota, dan juga loyalitas
pelanggan.”

Pertanyaan apa langkah yang diambil bila ada keluhan dari anggota apabila pengurus
melakukan pelayanan yang kurang baik. Wawancara bersama bapak Pujito selaku
kepala desa mengatakan bahwa:

“Biasanya langkah yang saya lakukan adalah mengadakan rapat atau musyawarah,
guna rapat di sini adalah salah satunya mengevaluasi kinerja atau layanan yg
seharusnya d peroleh masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak
paham tentang apa-apa saja peraturan dan tingkat pelayanan yang di berikan oleh
para pengurus KUD.”

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ketua dan juga kepala desa maka wawancara
berlanjut kepada bapak Sugeng Riyadi selaku badan pengawas kud mengatakan
bahwa:

“iya sudah puas, karena kinerja sesuai dengan prosedurnya masing-masing dan
menjunjung tinggi tanggung jawab, Dengan kami memberikan solusi bagi para petani
dalam meningkatkan penyedian pupuk dan fasilitas pertanian lainnya.”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Diwan selaku anggota kud mengatakan
bahwa:

“yaitu dengan memberi pengarahan langsung dan memberi contoh yang baik,
Anggota mengharapkan tidak adanya tebang pilih terhadap anggota yang memiliki
kelebihan dan memberi kesempatan kepada meraka yang ingin mendapatkan
perlakuan yang sama dari para setiap pengurus.”

Selanjutnya mengenai pertanyaan apa masih ada pengurus yang membedakan antara
anggota yang satu dengan yang lain wawancara bersama bapak Riwan selaku anggota
KUD mengatakan bahwa:

“masih, yaitu dengan berkomunikasi langsung agar mengerti dimana kekurangan
pelayanan yang belum sempurna agar di sempurnakan supaya masyarakat merasa
nyaman.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16, 17, dan 18
Januari 2024, dilihat dari program kinerja pengurus KUD itu sudah cukup baik, yang
pihak pengurus sudah melakukannya sesuai apa yang di arahkan dan di sampaikan
oleh Ketua KUD tersebut.

b. Penyusunan metode kegiatan program kinerja KUD

Metode kerja pada hakekatnya adalah penjabaran tata cara dan teknik pelaksanaan
pekerjaan, merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.
Dari teori tersebut bagaimana cara pengurus dalam merespon keinginan para
anggotanya wawancara bersama bapak Pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Kalau itu tentu saya sudah memeberikan saran kepada para pengurus KUD agar
meberikan respon yang baik kepada para anggota, artinya apabila kinerja tidak sesuai
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dengan keinginan maka pelanggan akan menunjukkan kekecewaan dan sebaliknya
apabila sesuai atau melebihi harapan maka akan timbul kepuasan dari para anggota.”

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Pudin, penliti juga menanyakan
kepada bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah cukup baik respon pengurus KUD gabung makmur untuk para
anggotanya, selain itu juga para anggota sudah cukup puas akan pelayanan di KUD
kita. Maka dapat di harapkan kepada pengurus dan anggota dapat menjaga kualitas
layanan yang telah di berikan terlebih lagi apa bila dapat di tingkatkan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tingkat kedisiplinan dalam menjalankan kualitas
sudah baik wawancara bersama bapak Sugeng Riyadi selaku badan pengawas KUD
mengatakan bahwa:

“lya sangat agar visi dan misi setiap anggota berjalan sesuai dengan fungsinya masing-
masing, sehingga dapat di harapkan dampak yang positif bagi para anggota dan juga
masyarakat setempat.”

Penliti melakukan wawancara bersama bapak Diwan selaku anggota KUD
mengatakan bahwa:

“lya karena anggota juga mempunyai hak untuk memberi suaranya, Karena setiap
anggota berhak untuk menentukan pilihan mereka masing-masing sehingga di
harapkan anggota juga ambil peran dalam pemilihan pengurus KUD selanjutnya,
dengan begitu tidak ada kecurangan dalam pemilihan setiap pengurus yang baru.”

Peniliti masih melakukan wawancara bersama bapak Riwan selaku anggota KUD
mengatkan bahwa:

“Sangat baik dan juga dilayani dengan baik, maka kalau dalam proses pinjaman uang
pengrus KUD juga tidak ada yang namanya berbelit-belit dan juga mampersulit, maka
dari itu saya sendiri menilai kalau untuk masalah pelayanan pengurus KUD sudah
lebih baik.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024, dapat
dilihat bahwa dalam suatu penyusunan kegiatan program kinerja KUD ini pihak
pengurus sudah melakukan dan menjalankan program kinerjanya dengan baik dan
juga bekerja semampu mereka dengan sebagaimana yang di harapan para masyarakat.

Dari pemaparan dua subindikator Kualitas Layanan dalam penelitian kinerja koperasi
unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat
di lihat dari program kinerja pengurus kud sudah melakukan dan menjalankan sesaui
dengan apa yang diarahkan dan di sampaikan oleh ketua KUD, namun demikian
dilihat dari penyusuan metode kegiatan program kinerja KUD bahwa dalam suatu
penyusunan kegiatan program kinerja KUD ini yang mana para pengurus sudah
bekerja semampu mereka dengan sebagaiamana yang diharapkan para masyarakat.

3. Responsivitas

Kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan
kegiatan serta mengembangkan program- program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.
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a. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah

Ada 5 langkah dalam menyelesaikan maslah dalam organisasi yaitu: mencari akar
permasalahan, melakukan diskusi, terbuka terhadap kritik dan saran,menentukan
jalan terbaik bagi kesejahteraan bersama, dan melakukan evaluasi. Penliti melakukan
wawancara bersama bapak pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Respon para pengurus terhadap pengaduan dari masyarakat yaitu menanggapi
masukan dari masyarakat, karena kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan
terhadap evaluasi atas perbedaan antara harapan awal yang belum sesuai hingga
harapan yang benar-benar di inginkan oleh masyarakat”

Lalu peneliti menanyakan kepada bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan
bahwa:

“Sejauh ini para anggota KUD gabung makmur sudah melaksanakan visi dan misi
kinerja dengan baik sesuai SOP. Maka dengan SOP yang ada di harapkan para
pengurus dapat melaksanakan tugas dan kinerja mereka dengan lebih baik lagi
kedepannya.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama ibu Fitri selaku sekretaris KUD
mengatakan bahwa:

“lya sudah, setiap pengurus harus bertanggung jawab dengan sesuai pekerjaannya
atau bidangnya masing-masing . Sehingga para setiap anggota mendapatkan
pelayanan yang maksimal dari para pengurs KUD.”

Pertanyaan apa tanggapan atau respon anggota apabila pengurus kud akan di ganti
dengan yang baru wawancara bersama bapak Tepu selaku anggota KUD mengatakan
bahwa:

“Yaitu dengan memberi dukungan, pengawasan dan juga masukan atau mengajarkan
cara kineja yang lebih baik lagi, supaya pengurus yang baru bisa menyesuaiakan diri
dan juga bisa melakukan kinerjanya dengan baik dan sesuai apa yang di harapkan
para pengurus lainnya untuk kedepannya”

Lalu peneliti melakukan wawancara bersama bapak Anggit selaku anggota KUD
mengatakan bahwa:

“yaitu dengan membuat laporan agar di sampaikan kepada pemimpin untuk di
lakukan survei dan perbaikan secara bersama, agar jalan yang rusak bisa diperbaiki
secara cepat demi kenyamanan para pekerja tersebut, dan dari pihak pengurus KUD
pun harus selalu memantau atau mengawasi keadaan tempat atau lokasi para pekerja
tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024.
Peneliti melihat di atas yang mana langkah-langkah dalam memecahkan masalah
yaitu dengan mendengarkan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak dan
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin apabila permasalahan
sudah terselaikan maka tidak akan ada konflik lagi antara kedua bela pihak tersebut.

b. Solusi dalam pemecahan masalah
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Dalam pemecahan masalah ada beberapa hal yang dapat diambil diantaranya adalah
dengan cara memikirkan hubungan baik yang harus di jaga, mencari sumber masalah,
seringmendengar dan menyelesaikan secara bersama. Wawancara bersama bapak
Pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Saya sendiri merasakan itu Ada, yang mana semua pengaduan baik itu sifatnya
positif maupun negatif akan tetap kami tanggapi dengan sebaik dan sesopan mungkin,
guna untuk meningakatkan kualitas KUD. Agar para anggota kedepannya
mendapatkan perlakuan yang baik dari para pengurus yang bekerja.”

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan bapak Pujito selaku kepala desa
mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk sejuah taentang kepengurusan sudah banyak perubahan untuk
memajukan KUD, misalnya dengan melayani para anggota dengan sebaik-baiknya,
dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sepenuhnya. Sehingga para
anggota dapat lebih puas dan nyaman dalam pelayanan yang di berikan oleh KUD.”

Selanjutnya pertanyaan bagaimana cara pengurus melayani anggota dengan baik dan
sesuai aturan wawancara bersama Ibu Fitri selaku sekretaris KUD mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan menjalankan prosedur dengan baik, Maka setiap pengurus harus
menanyakan keluhan kepada setiap anggotanya, maka para pengurus akan mencari
jalan keluar atau solusi untuk setiap keluhan yang dilaporkan sehingga anggota
mendapatkan jalan keluarnya untuk pertanyaannya masing-masing”

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak tepu selaku anggota KUD mengatakan
bahwa:

“menurut saya untuk masalah informasi tentang KUD itu memang dibutuhkan juga,
tetapi lebih bagusnya menunggu atau mendatangi langsung kantor KUD nya untuk
mendapatkan informasi tersebut agar informasi yang di dapat itu cukup jelas atau
lebih jelas apabila langsung mendatangi ke kantor KUD dan bertanya langsung
kepada pengurus KUD apabila ada informasi terbaru.”

Sejalan dengan yang di sampaikan oleh bapak Tepu selaku anggota anggota KUD
peneliti juga menanyakan hal kepda bapak Anggit selaku anggota KUD mengatakan
bahwa:

“menurut saya Sudah, karena para pengurus KUD sudah mengerjakan atau
melakukan sesuai dengan prosedur kinerja KUD yang telah dibuat dan maka dari itu
pihak pengurus KUD harus melakukan prosedur kinerjanya dengan sebaik-baiknya
dan harus sesuai dengan apa yang di buat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18
Januari 2024, pihak pengurus dalam memecahan suatu masalah yang timbul dari
pihak pengurus cara mengatasinya yaitu dengan mangadakan rapat sesama pengurus
dan mendiskusikan permasalahan yang timbul tersebut dan membicarakan masalah
tersebut supaya bisa terselaikan dengan baik.
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Dari pemaparan dua subindikator Responsivitas dalam penelitian kinerja koperasi
unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak
dilihat dari langkah dalam memecahkan masalah ini yaitu salah satu caranya
mendengarkan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak supaya
permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan kepala dingin dan juga agar tidak
ada lagi konflik antara kedua belah pihak tersebut. Namun demikian yang mana solusi
dalam pemecahan masalah yaitu para pengurus harus mendiskusikan dan
membicarakan permasalahan yang timbul supaya dapat terselesaikan dengan baik.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang
eksplisit maupun implisit.

a. Kualitas usaha penyelenggaraan program kinerja KUD

Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang
terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah
ditentukan oleh suatu organisasi.. wawancra bersama bapak Pudin selaku ketua KUD
mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk d KUD kebun sawit harapan sudah semaksimal mungkin untuk
pelayanan agar tidak mengecewakan para anggota. Tetapi saya tidak lepas dalam
melakukan pengawasan terhadap setiap para pengurus KUD dalam memberikan
pelayanan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala desa
mengatakan bahwa:

“Respon saya yaa Alhamdulillah , karena simpan pinjam untuk para anggota KUD
adalah program yang keuntungannya sangat besar nantinya. Dengan begitu di
harapkan para pengurus tidak memberatkan para anggota untuk melakukan simpan
pinjam sebagai program yang diadakan oleh KUD.”

Sejalan dengan yang di katakana oleh bapak Pudin dan bapak Pujito peneliti juga
melakukan wawancara dengan bapak Miswandi selaku bendahara KUD mengatakan
bahwa:

“dengan cara merekap dan mendata ulang untuk perbaikan dan siap untuk
bertanggung jawab pada pengurus yang bertugas dalam melakukan pembukuan data
tahunan KUD. Sehingga yang mereka kerjakan dapat di pertanggung jawabkan
kedepannya.”

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana anggota bertanggung jawab denagan
amanah yang diberikan, wawancara dengan bapak Diwan selaku anggota KUD
mengatakan bahwa:

“yaitu dengan bekerjasama dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan prosedur
dan melayani masyarakat dengan baik”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rohmat selaku anggota
KUD mengatakan bahwa:
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“iya sudah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, karena setiap pengurus KUD
sudah melakukan dan menjalankan tugasnya dengan baik dan seoptimal mungkin
agar setiap anggota yang menginginkan pelayanan dapat terealisasi dengan baik. ”

Selanjutnya berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18
Januari 2024, bahwa kualitas usaha terhadap penyelenggaraan kinerja KUD tersebut
sudah terselenggara atau berjalan sesuai program kinerja kud dan juga mendapat
keuntungan yang dibutuhkan oleh para anggota atau masyaraka setempat. Dengan
memudahkan pinjaman untuk masyarakat maka keutungan yang didapat juga
berpariasi mulai dari barang kebutuhan pokok dan juga barang elektronik.

b. Seberapa banyak usaha dalam KUD

Usaha yang ada di dalam koperasi unit desa di kampung gabung makmur ada
beberapa yaitu unit simpan pinjam dan unit dagang. Selanjutnya peneliti melakukan
wawancara dengan bapak Pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Respon para pengurus terhadap pengaduan dari masyarakat yaitu menanggapi
masukan dari masyarakat, karna kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan
terhadap evaluasi atas perbedaan antara harapan awal yg belum sesuai hingga
harapan yang benar-benar di inginkan oleh masyarakat”

Peneleti melanjutkan wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala desa yang mana
mengatakan bahwa:

“Ya sejauh ini pelayanan pengurus KUD terhadap para anggotanya sudah cukup baik,
dan begitu pula respon para pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu di harapkan
pada setiap pengurus agar menjaga etika mereka dalam memberikan pelayanan pada
anggotanya.namun demikian dalam masalah unit simpan pinjam dan juga unit
dagang itu manurut saya dalam unit simpan pinjam ini para pengurus harus bekerja
dengan teliti dan juga jelih terhadap keuangan karena apabila ada salah dalam proses
simpan pinjam bisa saja masyarakat menuntut dengan ketidakpuasan mereka,tetapi
dalam unit dagang itu menurut saya harus di tingkatkan lagi mungkin itu untuk
menambah barang penjualan salah satunya seperti peralatan untuk memanen sawit
yaitu egrek atau pun juga mesin pemotong rumput supaya lebih memudahkan
masyarakat untuk membeli barang tersebut. ”

Peneliti melanjutkan wawancara bersama bapak miswandi dengan jabatan bendahara
Koperasi Unit Desa (KUD)

“Iya sudah jelas mau karena semua dana simpan maupun pinjam harus sesuai dengan
data. Sehingga dapat bagi para pengurus untuk mempertanggung jawabkan apa yang
telah di kerjakan dalam pembukuan simpan dan pijam para anggota. Namun
demikian sesuai dengan arahan bapak pujito yang mana masalah unit dagang juga
harus perlu di perhatikan dan apa saja yang kurang sehingga bisa dan dapat di
lengkapi dari apa yang masih kurang tersebut”

Peneliti masih melakukan wawancara bersama Bapak Diwan selaku anggota KUD
mengenai Responsibilitas KUD:

“Menurut saya sendiri kalau masalah respon para pengurus terhadap anggota itu
sudah cukup baik dan juga memuaskan, sehingga cara respon para pengurus terhadap
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anggota itu bagi saya sudah benar-benar bertanggung jawab, dan bagi saya cara
pengurus melayani anggotanya tersebut cukup ramah, sopan dan juga tidak lalai.
Dalam hal unit dagang menurut saya itu juga harus di tingkatkan lagi dalam penjulana
peralatan supaya bisa memudahkan para masyarakat dalam membeli peralatan yang
di butuhkan tersebut.”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Rohmat selaku anggota KUD
mengenai Responsibilitas KUD:

“Sangat besar karena kinerja yang baik sudah di berikan dan di rasakan oleh
masyarakat, sehingga belum terdapat pengaduan atau penilian yang negative dari
para anggota terhadap pengurus KUD, dan untuk sejauh dan hingga saat ini para
anggota masih meberikan nilai yang positif terhadap pengurus KUD dalam masalah
simpan pinjam tersebut. Dalam masalah unit dagang saya setuju apa yang di katakana
bapak pujito dan bapak diwan para pengurus harus memperbanyak penjualan
pelaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18
Januari 2024, masih ada beberapa penjualan atau pemasukan penjualan barang atau
peralatan yang harus di lengkapi dan di tambah lagi dari pihak pengurus KUD
sehingga bisa mempermudah anggota untuk mendapatkan peralatan tersebut.

Dari pemaparan dua subindikator Responsibilitas dalam penelitian kinerja koperasi
unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupetan siak di
sini dapat dilihat bahwa dalam kualitas usaha terhadap penyelenggaraan kinerja KUD
sudah berjalan sesuai program kinerja dan juga mendapat keuntungan yang di
butuhkan oleh para anggota atau masyarakat setempat. Dengan demikian
sebagaimana dilihat dari seberapa banyak usaha yang ada dalam KUD tersebut masih
terdapat beberapa penjualan barang atau peralatan yang perlu di lengkapi dan di
tambah lagi oleh pihak pengurus, tujuannya untuk mempermudah para anggota
mendapatkan barang atau peralatan tersebut.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik tunduk pada para pejabat publik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para
pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas
publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

a. Dampak Terhadap Pemerintah

Dampak yang dirasakan oleh pemerintah ialah mendapat pemasokan atau
pengeluaran dalam hal barang dan jasa sehingga pemerintah mendapat keuntungan
yang lebih, karena tingkat kebutuhan yang di minta oleh pihak organisasi seperti kud
melonjak.peneliti juga melakukan wawancara terhadap bapak Pudin selaku ketua
KUD mengatakan bahwa:

“Pertentangan bisa saja terjadi, kapan dan dimana saja. Biasanya yang saya temukan
pertentangan tentang perbedaan pendapat antara individu dengan individu, individu
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dengan kelompok dan sebaliknya. Tapi semua pertentangan itu tidak berlangsung
lama, biasanya ada salah satu anggota yg melerainya, ataupun dengan musyawarah
bersama, dengan begitu pemerintah desa harus melakukan tindakan sesuatu seperti
mengadakan rapat bersama pengeurus KUD supaya bisa menegtahui dan
menyelesaikan suatu permasalahan dan juga dampak yamg dihadapi tersebut.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Pujito selaku kepala desa
mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pengawasan saya terhadap kinerja KUD gabung makmur berjalan karena
sejauh ini belum ada problem yang cukup serius. Dan belum ada pengaduan dari para
anggota yang melaporkan bahwa anggota tidak mendapat pelayanan yang baik dari
para pengurus KUD.jadi apabila dampak tersebut muncul dan terdengar dari pihak
pemerintah desa dalam pelayanan pengrusu KUD kurang puas bagi masyarakat maka
saya sebagai kepala desa akan turun tangan langsung menegur dan memberi saran
yang baik untuk para pengurus tersebut. ”

Peneliti masih melakukan wawancara bersama Ibu Fitri selaku sekretaris KUD
mengatakan bahwa:

“iya harus di tegur dan di buktikan bila ada ketidak jujuran karena setiap kegiatan
harus ada bukti di pembukuan KUD. Maka dengan itu selaku anggota juga harus
mencatat simpan dan pinjaman apabila terdapat kekeliruan dalam pembukuan yang
di lakukan pengurus bisa di pertanggung jawabkan. Dengan begitu apabila terdapat
dampak yang kurang puas bagi masyarakat maka pihak pengurus KUD akan
melakukan diskusi bersama para pengurus supaya dapat menemukan solusi yang baik
tentang dampak yang di rasakan para anggota.”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Diwan mengenai Akuntabilitas
KUD mengatakan bahwa:

“iya sudah, karena bekerja sesuai dengan prosedur dan bila ada kekurangan dapat di
perbarui dengan baik lagi, maka dengan adanya perbaruan kinerja target yang di capai
tersebut akan lebih mudah di selesiakan dalam setiap organisasi tersebut,untuk saat
ini dampak yang kami rasakan dari pemerintah KUD itu belum ada kalaupun ada
kami sebagai anggota atau masyarakat biasa aja pasti langsung komplain kepada
pihak pengurus langsung. ”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Riwan mengenai Akuntabilitas
KUD.

“iya siap memberikan sanksi karena setiap ketua mempunyai wewenang untuk
memimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua, itulah
guna di bentuk seorang ketua untuk mengawasi kinerja para setiap anggotamya, dan
apabila terdapat salah satu anggotanya membuat kesalahan maka ketua siap
memberikan sanski atau hukuman teguran bagi anggota agar tidak mengulangi
kesalahannya lagi. Setuju dengan tanggapan bapak diwan mengenai dampak yang
datang dari pemerintah KUD anggota harus langsung Komplain ke pihak KUD bukan
malah didiamkan hal tersebut.”
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Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18
Januari 2024, dampak yang masih terdapat di pemerintah desa atau KUD ini
seharusnya pihak KUD membuka atau menyediakan lagi lapangan pekerjaan bagi
para anggota.

b. Dampak Terhadap Masyarakat.

Kinerja koperasi yang baik memberi suatu dampak terhadap kesejahteraan anggota
koperasi yang dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Wawancara dengan
bapak Pudin mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini Alhamdulillah organisasi kami sudah sangat membantu program-
program di KUD, dan salah satu dampak positifnya adalah kesejahteraan para
anggota, Dan program yang kami keluarkan ialah program pembelian sembako yang
cukup terjangkau dari yang ada di pasaran.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama bapak pujito selaku kepala
tentang akuntabilitas desa megatakan bahwa:

“Untuk saat ini Alhamdulillah organisasi kami sudah sangat membantu program-
program di KUD, dan salah satu dampak positifnya adalah kesejahteraan para
anggota, Dan program yang kami keluarkan ialah program pembelian sembako yang
cukup terjangkau dari yang ada di pasaran.”

Peneliti menanyakan sanksi apa yang di berikan kepada anggota yang kedapatan tidak
jujur,wawancara bersama ibu Fitri selaku sekretrasi KUD tentang akuntabilitas
mengatakan bahwa:

“yaitu dengan menengur langsung bila tidak bisa di pertanggung jawabkan maka
sanksi di berikan dari pengurus KUD, Dengan begitu pengurus di berhentikan dari
pekerjaannya karena melakukan tindakan yang kurang baik terhadap apa yang
menjadi tanggung jawabnya.”

Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Diwan salaku anggota KUD tentang
akuntabilitas kepengurusan mengtakan bahwa:

“lya ada yaitu untuk mendisiplinkan agar keperluan barang dan alat tetap terjaga
dengan baik, maka dari itu apabila ada anggota yang kekurangan peralatan atau
barang yang dibutuhkan situ juga para anggota siap melakukan pemberian barang
atau perlatan yang dibiutuhkan anggota, supaya para anggota puas dengan pelayanan
dan juga cara kinerja kami.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana cara pandang bapak dalam
menilai kinerja pengurus kud wawancara bersama bapak riwan selaku anggota KUD
mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan cara bagaimana para pengurus dalam melayani Anggota (masyarakat)
dengan tugas para anggota masing-masing dengan tanggung jawab yang sudah di
berikan oleh pihak ketua KUD.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18
Januari 2024, dampak yang di rasakan masyarakat itu memang ada yaitu salah satunya
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masyarakat berharap pihak pengurus KUD memberi kemudahan kepada para anggota
terhadap pelayanan.

Dari pemaparan dua subindikator Akuntabilitas dalam penelitian kinerja koperasi unit
desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat
dilihat bahwa Dari wawancara diatas bersama Bapak Pudin Selaku Ketua KUD
bahwasannya dalam sistem kinerja di KUD perlu di tingkatkan lagi, supaya kinerja
para pengurus KUD dapat di pandang atau dinilai positif dari para masyarakat
setempat, dan juga seharusnya pihak KUD harus membuka dan juga menyediakan
lapangan pekerjaan untuk para anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kinerja

Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci

Kanan Kabupaten Siak. Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai beriukut:

a.

Produktivitas dalam segi kinerja KUD di Kampung Gabung makmur sudah seadanya

bejalan dengan baik, yang mana para pengurus KUD sudah menjalankan tugasnya

dengan penuh sungguh-sunnguh dan juga tanggung jawab sesuai apa yang di arahkan.

Kualitas Layanan ini yang mana para pengurus KUD dalam segi pelayanan sudah cukup

bagus dan juga sopan sehingga membuat para anggota menjadi puas dalam segi layanan

dari pengurus KUD tersebut.

Reponsivitas yang mana dari jawaban anggota tersebut dalam system reponsivitas

pengurus itu sudah puas bagi anggota sehingga dalam proses pinjam meminjam itu

cepat dan juga tidak berbelit-belit.

Responsibilitas ini untuk saat ini para pengurus KUD dalam segi prores pinjaman uang

untuk anggota selalu berjalan dengan baik, belum terdapat kendala, tetapi apabila

anggota merasa ada yang tidak puas dalam proses pinjaman uang para pengurus siap
melakukan yang terbaik untuk anggota.

Akuntabilitas yang mana dalam sistem melakukan sebuah pekerjaan yang diberikan

oleh ketua KUD maka para pengurus harus bekerja dengan baik dan jujur dalam

melakukan hal tersebut, agar tidak ada kecurangan dalam mengerjakan sesuatu, apabila
dari pengurus kedapatan tidak jujur maka ketua KUD akan memberi sangsi atau
tindakan yang sepantasnya seperti memberi SP1.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan
memberikan dan memaparkan beberapa saran yang sifatnya membangun. Dan adapun
saran dari peneliti yaitu:

1. Harusnya para pengurus KUD lebih memperhatikan lagi dan selalu memberikan
infromasi kepada setiap para anggota supaya bisa memberikan yang terbaik untuk
para anggota dan memeberikan kenyaman para anggota saat melakukan pinjaman
uang.

2. Seharusnya para anggota juga saling ikut bekerja sama dalam setiap informasi yang

diberikan, yang mana dalam hal ini di tuntut peran anggota untuk ikut ambil andil
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dalam menjalankan program yang telah di tetapkan oleh KUD, sehingga pengurus
juga dapat bekerja lebih baik untuk kedepannya.
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